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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOI.AI(A UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

SEKRRTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Bahwa melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, mewajibkan bagi setiap

instansi pemerintah melakukan penilaian risiko;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pedoman

Penilaian Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kolaka Utara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1

Tahun 2O14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentarlg

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi

Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

Menimbang

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 6O

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O8 Nomor 127, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a89O);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2O23 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 202O

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kati diubah teralhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O20 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O23 Nomor l72l;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023

tentang Pedomsn Teknis Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Utara tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun

2025 tentang Penetapan Pembentukan Satuan Tlrgas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Utara;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN

RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

UTARA.

Menetapkan Pedoman Penilaian Risiko pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kolaka Utara adalah dengan melakukan tahap

identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, karena

evaluasi risiko adalah merupakan proses dalam bagian analisa

risiko sehingga cukup di simpulkan bahwa penilaian risiko adalah

identilikasi risiko dan analisa risiko. Proses penilaian risiko

dilakukan setelah dilakukan penetapan tujuan organisasi.

Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

bertujuan:

1. mengidentifrkasi dan menguraikan semua risiko potensial yang

berasal, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal;

2. memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian

manajemen instansi dan yang memerlukan pen€rnganan segera

atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan
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3. memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk
meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas

paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di l,asusua
Pada tanggal 02 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinYa

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOLAKA UTARA

Penyelenggaraan

ENGSI


